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PERATUIIAN DAE, ITAH KAI}UPA]'EI\ CIAI\JUR

NOMOIT 02 TAI.IUN 2O()7

,tEN'I'AN(;

PENGET,OLAAN KIITJANCAN DAtiITAI.I

DENGAN ItAllMAl-'fLJl-lAN YANG MAl.lA I:SA

BUI)AI'I CIAN.IIJIi.

Menimbang : a. bahwa dalam rallgka menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah
yang selaras dengan perkembangan ketentuan perundangan yang berlaku

rulhtffi li'rri,',,i";:"ilxTl??:it,il:H,lT,l,h'Tff 
ij;n

b. bahwa Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Cianjur
telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nonror l(r Tahun 2002 clan ..

dir.rrrdangkan dalarn Lembaran Daerah 'l'ahun 2002 tanggal 129 Novernber 2002

ivl engingat

2.

l.

Nomor 67 Seri D:

bahwa clengan keluarnya Peraturarr Pcnterintah Nonror 58 T'ahurn 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalarrr Negeri Nomor l3
'l'alrun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeralr, tata cara
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksuci dalarn huruf b perlu
diti niar.r kembali dan discnrpurrrakanl

bahlva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c,
perlu diatur kembali Tata Cara Pengelolaan I(euangan Daerah dengan
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor l4 l'ahr"rn tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkr.rngarr Propinsi Jawa lSarat (f]erita Negara tahun
1950 Nomor 43);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentartg Penyelenggaraan Negara Yang
Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, l(olusi dan Ne;rotisme (Lembaran Negara
'fahun 1999 Nornor 75. Tanrbahan L.etnbaran Negara Nomor 3851 ):

[Jndang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Ncgnra 'l'ahun 2003 Nomor 47, 'l"anlbahan l.cntbaran Negara ttepublik
lndonesia Nomor 4286\;

4. Unclang-Undang Nomor 1 l'ahr.rrr 2004 tentang Perbettdaharaan Negara
(Lcrrrbaran Ncgara Tahun 2004 Nomor 5.'l'anrbahart Lernbaran Negara Nomor
a355);

5. Undang-Undang Nomor l0 'l'ah'-rn 2004 tentang Penibentukan Peraturan

Perunclang-unclangan (l-embararr t.\egarii 'l'ahun 2004 Nornor 5:1. 'l-anrbahari

.L-embaran Negala Nomor 4389):

c.

cl.

1



6.

7.

8.

ll

12.

13.

14.

10.

Undang-Undang Noruor l5 T'alrun 2004 tentang I'cmeriksaan Pengelolaan dan
"l'anggr.rng .lawab Keuangan Negara (l.enttraran Ncgara Republik Indonesia
'['alrr.rn 2004 Nonror 66. 'fanrbalran [,crlbarirn Ncgarrtr Nomor 4400);

Urrdang-Urrdang Nontor 25 'l'ahun 20{J4 tcntang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor q42l\;

Undang-Undang Nomor 32 l'ahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah
(Lerrrbaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2004 Nomor 125, Tambahan
l-erttbaran Negara Noruor 4437) sebagainrana telah diubah dengan Peraturan
Perrre rintah Perrgganti Undang-Undang Nomor 3 -fahun 2005 tentang
Perubahan atas tJndang-Undang Nonror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Tahun 2005 Nomclr 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara'fahun 2005 Norrror 108, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinrbanga.n Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler
dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangarr Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 'fahurr 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lenrbaran Negara Tahun 2005 Nornor 48. Tambahan
Lembaran Negara Nomor a502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 'fahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahrrn 2005 Norlor 49, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 4503):

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 457a);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan
l.embaran Negara Nomor a576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada.Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nornor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577);

17. Peratutan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentarrg Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara TahLrn 2005 Norlor 140, 'l'anibahan Lembaran
Negar:l Nomor a578);

18. Peraturan Pemerintah |Jomor 65 Tahun 2005 tentang Pe,Joman Penyusunnn
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Nlegara Tahun 2005' Nomor 150, Tambahan l-embaran Negara Nomor 4585);
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19. Peraturan Pemerintah Nonror 79 'l'ahurr 2005 terrtang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daeralt (Lonbaran Negara'lahun
2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Nonror a593);

20. Peraruran Pemerintah Nomor 6 T'ahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Ncgara/Daerah (Lembaran Negara Tahurt 2006 Nomor 20. Tambahan

l.cnrbetretn Negara Nomor 4(109)l

21. Peraturan Pemerintah Norrror 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuarrgan dan

Kiner.ia lnstansi Pemerintah (L,embaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,

Tanrbahan Lenrbaran Negara Nontor 4(rl4)l

22. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengaclaan Barang/.lasa lnstansi Pernerintah

sebagaimarra telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 79 Tahun 2006;

23. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor l3'fahLrn 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabr.rpaten Cianiur Nomor 02'lahun 2006 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Nonior 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penyusunarr Peraturan Daerah dan Penerbitarr [-enrbaran Daerah (i.embaran
Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D)'

Dengan Persetu.iuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAI]UPA'TE,N CIANJUI{

cl atr

BTJ PA]'[ (- IAN.I [J IT

MEMUTT.ISKAI\:

Menetapkan : PERATURAN
DAERAH.

DAERAI-t TIIN'l'ANC P t1N Ci I-iLO L,A/''.N KHt lAl.J GAhi

BAT} I

KETENTUAI.I UMUN4

Bagian Prrtama

Pengertian

Pasal I

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Pernerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pcmerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi .lawa Barat.

3. Daerah adalah Kabupaten Cianiur.

4. Pemerintahan Daerah adalah renyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan I'erwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistern dan prinsip Negara Kesatuan ltepublik lndonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undarrg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglkat Daerah sebagai Llnsur

. 
penyelenggara pemerintahan daerah.

6. tsupati adalah Bupati Knbupaten Cianjur.
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7. I)ewan I)crwakilarr ll,akyat Dacralr yang selatr.ir,rtnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilart Rakyat Dacrah Kabupatcn Cianjur sebagai unsur
perryc lenggara penterirttahan daerah.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Cianjur,

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewa.jibarr daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala berrtuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewa.iiban daerah. dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. 'fim Anggaran Penrerirrtah Dacrah. yarrg selaniLrtnya disebut TAPD adalah tim
yarig dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugasmenyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusLrnan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah. PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

1 l. Peratr"rran daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Cianjur yang disetujui
bersanra oleh BLrpati dan Dewarr Perwakilarr ltakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

12. Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Perrrerintah Daerah yang
bersif'at terbuka dan diundangkan dalarrt Lembaran Daerah.

13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporarr. pertanggung-jawaban. darr
pcngawasan keuangan daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selaniutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan pernerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah aJalah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keselurr"rhan
pengelolaan keuangan daerah,

16. Pertanggjawaban pelaksanaan APBD acialah laporan atas pelaksanaan anggaran,
yang melipr.rti realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam tahurr anggaran yang
bersangkutan.

17. Pergeseran anggaran adalah perubahan anggaran dalarrr satu l<elompok rekening
dengarr tidak mengubah jumlah anggaran dalanr kelompok rekening 1,ang
bersangkutan.

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selaniutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APIID dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

20. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
bendahara umum daerah.

21 , SatLlan Kerja Perangkat Daerah yang selanj utnya
perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.

22. Pengguna AnggAran aclalah pejabat pemegang

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

clisingkat SKPD adalah

kewenangan penggunaan
SKPD yang dipimpinnya,

23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang dilleri kuasa untuk
, melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi SKPD.
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2,1. I)c.iabat l)elaksana J'eknis Kegiattrn yang sclan.iutnya disingkat PPI-K adalah
pc.iabat pada unit kerja Sl(PI) yarrg mclaksanakan satu ataLr b:bcrapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tlrgasnya.

25. I)errggLrrra Barang adalah pejabat penregang kewcnangan penggunaan biirang
rnilik daerah.

26. Kas Unrunr Daerah adalah tenlpat pcnyinrpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerinraan daerah dan membayar
sel uruh pengeluaran daerah.

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekt:ning tempat penyimpanan uang daerah
yang diteritukan oleh Bupati untr.rk menampung selurulr penerimaan daerah dan
nrenrbayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

28. Berrdahara Penerimaatr adalah pe.iabat fungsiorral yang ditunjuk untuk
nlenennla' menyit'r]pan, l'l"lc tlyc to t"kAl't, l'tlcrlataLtsahak ln, dan
riempertanggungiawabkan uang perrdapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

29. Bendahara Pengeluaran adalah pc.ialrat lirngsiorral yang ditunjuk menerima,
menyirnpan, membayarkan, menatausahakan, dan nrempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belania daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

3 l. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

32. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. \

33. Belania Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

34. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

35. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belania daerah.

36. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahurr-tahurr anggaran berikutnya.

37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
sejurmlah Llang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewa.iiban untuk menrbayar kembali.

39. Kerarrgka Pengeluaran .langka Menengah adalah kebijakan
penggunaan/pengeluaran anggaran untuk suatu periode waktu lebih dari satu
tahun anggaran dimana implikasi biaya sebagai akibat kebijakan ini 'pada tahun
berikutnya dituangkan da-lam pral<iraan maju.

40. Prakiraan Maju (/bru,ard estimcrlc) adalali perhitLrrrgan kebr"rtuhan dana untuk
tahun. airggaran berikutnya dari tahun yang clirencanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujul dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program 1,ang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran denga.n kuantitas <ian kualitas yang
'dapat diukur'.
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42. Pengarrggararr 'ferpadu @ni/ied buclgeting) aclalah penyusunan rencana

keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja
guna nrelaksanakan kegiatan pernerintahan yang didasarkan pada prinsi;r
pencapaian eflsiensi alokasi dana.

43. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
ciilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

44. Progranr adalah penjabaran kebi.ial:an SKPD yang bcrisi satu atau lebih kegiatan

dengan nrenggunakan alokasi sumber daya yang disediakan untuk mencapai

lrasil yarrg terukur sesuai dengan nrisi SKPD.

45. Kegiatarr adalah bagiarr dari progranr yarlg dilaksanakan oleli satu atau lebih unit
ker.ja pada SKPD sebagai bagian dari pcrrcapaian sasaran terukur pada suatu
progranr dan terdiri dari sekumpularr tirrdakan pengcrahan sumber daya baik
yang berupa personal (sunrber daya manusia). barang nrodal termasuk peralatan

dan teknologi, dana, atau kornbinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa.

46. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.

47. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleir kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebi.iakan. '

48. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

49. Rencana Pembangunan .langka MeneLrgah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

50. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. selaniutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah Dokunren Perencanaan Daerah untuk
periode I (satu) tahun.

51. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaarr dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya,

52. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun.

53. Prioritas dan Plafon Anggaran Senrentara yang selanjutnya disebut PPAS
merupal:sn rancangan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD.

54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD
merupakan do,<umen yang memuat pendapatarr dan belanja dan/alau
pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

oleh pengguna anggararr.

55. Anggaran kas adalah dokumen p".rkiraan arus kas masuk yiing bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk meugatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanr.i pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

56. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar

. penerbitan SPP.

57. Sr.rrat Permintaan Pembayaran yang selaniutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggurrg jawab atas pelaksarraan

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajr"rkan permintttan pembayaran.
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71. LJtarrg Daerah adalah.iunrlah uang yang wa.iib clibayar pemerintah daerah
clarr/atau kewa.liban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturarr perurrdang-urrdangarr. pcrianjian atau berdasarkan sebab

lainrrya yang sah.

72. Dana Cladangan adalah dana yang disisihkan urttuk nrcnampung kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak clapat clipenuhi dalam satu
taltutt anggaran.

73. Sisterl Pcngendalian Intern Keuangan Daerah mcrupakan suatu proses yang
berkesinanrbungan yang dilakr.rkan olelt lenrbaga/baclarr/r.rnit yang mempunyai
tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi untuk
menjamin agar pelaksanaan kebiiakan pengelolaan keuangan daerah sesuai

dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

7 4. KerLrgian Daerah adalah kekLlrangan Llang,

nyata dan pasti j umlahnya sebagai akibat
sengaj a maupun lalai .

75. Badan Layanan Umunt Daerah yang selanjutrrya disingkat BLUD adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkrrngan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada rnasyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang diiual tanpa menglltanlakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

76. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti
bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang I.ingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

a. I{ak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serla melakukan
pinjaman;

c.

Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
ntenrbayar tagihan pihal< ketiga;

Penerimaan claerah;

Pengeluaran daerah; 
i

Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh daerah dalam rangl<a penyelenggaraan

tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan un1um.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daeralt meliputi :

a. Azas un'lLlltl pengelolaan keltangan daerah:

b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuatrgan daerahl

c. Azas umum dan StruktLlr APBD;
.d. PenyusLutan RKPD, KUA, PPAS., dan RKA-SKItD,
e. Peny'usunan dan penetapan APBD;
f, 'Pelaksanaan dan perubahan APBD,
g. Penatausah aan keuangall daerah;

sLlrat brerharga dan barang yang
perbuatan ffrelawan hukum baik

b.

d.

e.
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5ti, LJang I)crscdiaan yang selaniutnya disingkat UI) nclalah se.iunrlah uang tunai
yang disediakan untuk satuan kerja clalarn nrclaksanakan kegiatan operasionai
sehari -hari.

59, SPP Uang I)ersediaan yang sclaniutrrya disingl<at SI'P-UP adalah dokumen
yang diaiukarr olelr bendahara perrgclunran untuk pernrintaan uang muka kerja
yarrg bcrsilat pengisiarr kembali lrcwlving) yang tidak clapat dilakuka.n dengan
pembayaran langsung.

60, SPP 'l'anrbahan Uarrg Pcrsediaan yang selanjuillya disingkat SPP-l'tJ adalah
dokunren yang diajukan oleh bendahara perrgeluaran untuk permintaan
tanrbahan uang oersediaan guna nrelaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

61. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukarr dengan pembayaran
langsurrg.

62. sPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
dia.iukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar permintaan kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan.jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK,

63. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPlvl adalah dokunrerr
yang digunakarVditerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarern
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

64. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutn'/a disingkat SPN{-
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD .vang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional
kantor sehari-hari.

65. Surat Perirrtah Membayar 'farrrbahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD. karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

66. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggLrna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitart SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunalian r-rntuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.

67. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak ketiga.

68. Surat Perintah Pencairan Dana yang

dokumen yang digunakan sebagai dasar
BLJ D berdasarkan SPM.

selanj utnya disingkat S PzD aclalah
pencairan dana yang diterbitkan oleh

69, Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
Daeiah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

, sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

70. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
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h. Pcrternggungiawabarr pclaksattaan AI'llD:
i. l'errgcndalian de llsit dan pcngguttaan sttrpllrs AI)llD:
j, Pengelolaan kas umum dacrah;
k. Pengelolaan piutarrg daerah:
l. Pengelolaan investasi daerah;
nr. Pengelolaan barang milik daerahl

11. Pengelolaan dana cadangan:

o. Pcrrgclolaan utarrg daerah:
p, f'crrrbinaan dan pengawasiin pcngelolaan kcuangatt dacrah;

q. Perryclcsaian kcrugian claeraltl

r. Pengelcllaan keuartgan badan lalanatt ttnlrlltl daerah:

s. l)engaturarn Pengelolaan Keuangan Dae ralt.

Bagian Kctiga

Azas Unrum Pengelolaarr Keuartgan Daerah

Pasal 4

( I ) Keuarrgan daerah dikelola secara tcrtib. taat pada pererturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, ef'ektif. transparan. dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masya:"rkat.

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwu.iudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan peratLrran daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGEL,OI.,ANN KEUANCAN DAERAI{

Bar,i'an Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(i) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah ),ang
dipisahkan.

(2) Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. Menetapkarr kebi.iakan tentang pengelolaan barang daerah;

c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;

d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

e. Meneta.pkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

daerah;

f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakr.rkan pengt:lolaan utang dan
piutang daerah;

g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik

,daerah;
h, Menetapkan pejabat yang bertugas rnelakukan pengujian atas tagihan dan

. memerintaltkan pembayaran.

(3) Pemegarrg kekuasaan pengelolaan keuangan claerah sebagaimana cJimaksutd

pada ayat ( l) nrclinrpahl..atn sctragian atitu scluruhrrya kcpada :
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a. Sekretaris Daerah selaku koorctinatcir pcngelola kcuangan daerah;

b. Kepala satuan ker.ia pengelola kcuartgan daerah selaku PI)KDl

c. Kcpala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pcngguna barang daerah.

(4) Pclinrpalian kckuasaran scbagairnirrrir clinraksud pada al'at (3) ditetapkan Bupati
berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan.

[]agian KcdLra

Koord i nator Pen gcl ol aan l(er"ran gan I)acral.r

Ititsll (r

( l) Sekretaris Daerah sclaku kcorclinrtor petrgelolaarr keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pa:;al 5 ayat (3) huruf a mentpunyai tugas
koordirrasi di bidarrg :

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakart pertgelolaan Al'}L]D;

b. Penyusunan dan pelaksanaan kebi.iakan pengelolaan barang daerah;

c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perutraharr APBD;

d. Penyusunan Raperda APBD. Perubahan APBD,.dan pc:rtanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

e. Tugas-trrgas pe.iabat pere ncana rlaerah. PPKD. dan pe.jabat pengawas
keuangan daerah;

f. Penyusunan laporan keuanr,..in daerah dalam rarrgka ertanggungjawaban -

pelaksanaan APBD.

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana climaksud pada ayat (l) koordinator pengelola
keuangan daerah juga mempunyai tugas :

a. Memimpin TAPD:

b. Mcnyiapkan pedorrran pelaksanaan APBD;

c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati,

(3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat(2) bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Br.rpati.

Bagian Ketiga

Pe.iabat Pengclola Ker.rangan f)aerah

i)asal 7

(l) PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (-1,) hurul'tr, mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. Meiryusun clarr nrelaksanakan kcbiiakan pengelolnatt keuangan claerah;

b. Menyusun rancangan APBD dan i'ancangan Perubahan AI'}I]D;

c. N4elaksanakarr pemLrngutatr perirlallatettt daerah yang telah ditetapkan
' rlcttgatt l)critturatt l)lcr'ahl

d. Vlelak:;an,rkar' furtgsi Bcrtclitltnra Uttrttnt Dacrnir:

c. Menyusr-rn Iaporarr kcuangan drrerah dalarn rang]<n pertanggungjar',';rban
' pelaksanaar) APBDI
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l'. Mclaksanakan tugas lairtrtva bcrclasarkan kuasa yang dilinrpalikan oleh
llupati.

(2) PPKD sebagaimana clinraksud pada ar at (l), dalarr mclaksanakan fungsinya
sclaku BUD bcrwenang :

il. menyusun kebijakan dan pedornan pelaksanaan A[)[]D;

b. nrcrrgesahkan DPA-SKPD:

c. rrelakukan pengerrdalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petuniuk teknis pe laksanaan sistcm penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

e. melaksarrakan pemungLrtan pajak daerali;

f. memantau pelaksanaan pencrintaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lenrbaga keuangan lainnya yang telah dituniuk;

g. mengusahakan dan mengatLlr darra yang diperlukan clalam pelaksanaan
APBD;

h. menyimpan uang daerah;

i. menetapkan SPD;

.i. melaksanakan penempatan Lrang daerah dan mengelola/ menatausahakan
investasi;

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

L menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
daerah;

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama daerah;

n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah:

o. melakrrkan penagihan piutang daerah;

p. melaksanakan sistem aku,rtansi dan pelaporan keuangan daerah;

q. menyajikan infbrnrasi keuangan dacrah;

r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.

(3) PPKD selaku BUD bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(l) PI'jKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pacla Pasal 7 ayal (l) huruf'd
meriuniuk pe.iabat di lingkungan SKPKI) selakrr kuasa Bl.JD.

(2) Perrurr.iukan kuasa BUD sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (l) ditetapkan
clengan KepLrtusan Bupati.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l). nrenrpunyai tirgas :

a. rnenyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPDI
c., menerbitkan SP2DI
d. rnenyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

,(4) I(uasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga
melaksanakan wewenarrg sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 7 ayat (2), huruf

' f', g, h, j, k, m, n, dan huruf o.
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(5) Kuasa IIIJD bcrtanggung.iawab kcpacla I)l'KD sclaku Iltjl).

I)asal 9

Pclirrtpahatt *ewcrtang selain sebagaintana dintaksud dalam Pasal 8 ayat (4). dapat
dilimpahkan kepada pejabat lainrrya di lingkLrngan SKI)KD.

Bagian Kecnrpat

Pcjabat Pengguna Anggaran/l)cngguna [3ararrg Daerah

Pasal I 0

Kcpala SKPD selaku pe.iabat pel{rgLrna anggararr/pengguna barang daerah -

sebagainrarra dimaksr;d Pasal 5 ayat 13) liurul'c. nrenrpLuiyai tugas dan wewenang
sebagai berikut :

. a. Menyusun RKA-SKPD;

b. Menyusun DPA-SKPD;

c. Melakr"rkan tindakan yang mengakibatkarr pengeluaran atas beban anggaran
belanja;

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipinrpinnya;

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaranl

f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g.Mengadakan ikatan/perjanjian keriasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

h. Menandatangani SPM;

i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab sKpD yang
dipimpinnya;

j. Mengelola barang nrilik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipintpinnya;

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggararr/penggLlna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

11. Pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Pasal I I

( I ) Pejabat pengguna anggaran/penggLrna barang dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat melimpahkan sebagion
kewenangannya kepada pe.iabat struktural satu tingkat dibawahnya selaku
kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.

(2) Pelimpahan wewenang sebagaintana dinraksucl pacla ayat (l) ditetapkan oleh
Bupati atas usul kepala SKPD.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan kesaran SKPD, besaran.jumlah uang yang dikelola, beban keda,
dan pertimbangan objektif lainnya.

(4) Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat' (l) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna

.anggaran/pengguna barang.
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Ilagian Kclinra

Pc.iahat l)elaksarta'l'cknis Kegiatan SKPI)

Pasal I 2

(l) Pc'jabat pengguna anggariln dalar]1 nrclaksarrakarl program dan kegiatan dapet

rnenuniuk peiablrt pada urrit keria sclaktr PP'l'K.

(2) PPTK sebagaimarra dimaksr"rd pada ayat (l) merrrpunyai tugas sebagai berikut:

a, Meriger-rdalikan pelaksanaalt kcgiatanl

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. Menyiapkan dokurren anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

Pasal I 3

(l) Penunjukan PPTK sebagairlana dinraksr.rd dalam Pasal l2ayal (l) berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, dan
pertimbangan obj ektif lainnya.

(2) PPTK bertanggung jawab kepada pe.iabat pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran.

[]agian Keenatl

Pejabat PenataLrsahaan Keuangan SKPD

Pasal I 4

(l) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalanr DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

SKPD sebagai PPK.

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Meneliti kelengkapan SPP-L,S yang dia.iukan oleh PP'fKl

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU, SPP-GU dan SPP-Lli gaii dar:

tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undanllan yang diaiukan oleh bendahara pengeluaran;

c. Melakukan Verifikasi SPPI

d. Menyiapkan SPM;

e. Melakukan Verifikasi harian atas penerintaan;

i. Melaksanakan akuntansi SKPD:

g, Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) PPK-SKPD sebagainrana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkatr

sebagai pejabat yang berturgas melakukan pemungutan penerimaat

negara/daerah, bendahara. daruatau PPTI(.

Bagian Ketuiuh

Bendahara Penerimaatr dan Bendahara P':ngeluaran

Pasal I 5

(l) Bupati atas usul PPKD menetapkan berrdahara penerimaan dan bendahar

perigeluaran , untuk melaksanakan tugas kebendaharaarr dalam ranglr

pelaksanaan ang,garan Pada Sl(PD.
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(2) lJendahara penerimaan dan bcrrdahara pcngcluaran dilarang rnelakukan, baik
sccAra langsurrg nraupLrn tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan,
peker.iaan penrborongan dan peniLralan jasa ataLr bertindak sebagai penjamin
atas kcgiatan/peker.iaan/peniualarr tcrscbut. serta nlcrllbuka rekening/giro pos

atau nlenyimparr uang pada suatu bank atau lcnrbaga keuangan lainnya atas
rrarla pribadi.

(3) Bendahara penerima dan atau bendzrhararr pengelr,raran dalam melaksanakan
tugasnya dapat dibantu olelr bendahara pencritraan pembantu dan atau

bendahara pengeluaran penrbantr.r. scrta pcnrbantu bendahara pengeluaran, dan
pem bar-rtu bendahara peneri maan.

(4) Berrdahara penerimaatr dan br:nclahara perrgeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

I]AI] III

AZAS UMUM DAN S'TRUK'|UR APBT)

Bagian Pertama

Azas Umunr APBD

Pasal I 6

(l) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman kepada
RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. untuk
tercapainya tuj uan bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi dan stabilisasi.

(4) APB.D, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap
talrun ditetapkan dengan Peraturan dacrah.

I)asal l7

(l) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang
dan atau jasa dianggarkan dalam APBD.

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Seluruh pendapatan daerah, belania daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APtlD.

(4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(l) Dalam menyusun APBD, pengrnggaran pengeluaran hanrs didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerinraan dalam.iumlah yang cukup.'

(2) Perrganggaran untuk setiap pengeluaran APBD liarus didukung dengan dasar

hukurl yang nrelattclasirtya.

I)asirl I 9

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun nrulai tanggal I Januari sampai
' dengan 31 Desember tahun berjalan,
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Bagiarr Kcdua

Strr"rktr.rr AI'RI)
' Pasal 20

( l) APIID merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah;
c. penrbiayaan daerah.

(2) Struktur APBD sebagaimana dinraksud pada ayat (l) diklasifikasikan menurut
Lrrusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab
nrclaksanakan urusan pemerintalran tersebut sesuai peraturan perundang-
undangarr.

(3) Klasifikasi APBD menurut urusan pcrrterintahan clan organisasi sebagaimana
climaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutulran berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-uirdangan.

Pasal 2l

(l) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (l) huruf a
meliputi semua penerinlaan uang nrelalui rekening kas untunt daerah, yang
menanrbah ekuitas dana lancar. yang mcrupakan lrak daerah dalam satu tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi
semua pengeluaran dari rekening kas umunr daerah yang nlengurangi ekr:itas
dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (l) huruf c
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 22

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (l) huruf a terdiri
atas :

a. pendapatan asli daerah (PAD);
b. dana perimbangan;
c. lairr-lairr penclapatan daerah yang sah.

Pasal 23

(l) Pendapatan asli daerah sebagaimarra dimaksucl dalam Pasti 22 huruf a terdiri
atas :

a. Pajak daerah;
b. Retribr.rsi daeralt;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerali yang dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d

mencakup:
' a. Hasrl penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b. Hasil pemanfaatan ataLl pendavagunaan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan;
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c. .lasa giro;

d. Pendapatan bungal

e. Tuntutan ganti rugi;

I'. Keuntungan sel isih

g. Kortr isi., potongan.
darrr/atau pengadaan

nilai tukar rupierh tcrhadap rnarta uang asing; dan

ataupLln Lruttrrk lain scbagai akibat dari pen.i ualan
bararrg clan/utau .iasa olch dacrah,

a.

b

c.

l)asal 24

Dana Perimbangan sebagaimarra dirrraksud dalam Pastrl22 huruf b meliputi :

Dana Bagi I Iasil;
Dana Alokasi Urnunl,
Dana Alokasi Khllsus.

I)asal 25

Lain-lain pendapatan daerah yang sali sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c,
merupakan selur.rh pendapatan daerah selain PAD serta dana perimbangan, yang
meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh daerah.

Pasal 26

(l) Hibah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 nrerupakan bantuan berupa
uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari penrerintah, dan/atau pemerintah
propinsi, masyarakat, dan badan usaha dalani negeri atau luar negeri yang tidak
niengikat.

(2) Ketentuan lebih laniut mengenai hibah sebagainrana clirnaksud dalam ayat (l)
akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 27

(l) l']ajak daerah. hasil pengelolaatt kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain
pcndapatan asli daerah yarrg sah yang ditransl'cr langsung ke kas daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada
SKPKD.

(2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah,
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau
pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah
pengLlasaan penggLlna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

- Pasal 28

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kervenangan daerah dan urusan yang
penanganannya dalarn.bagian atau bidang tertentu yang rJapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan/atau pemerintah propinsi dengan pemerintah
daerah atau antar pemerintah daerah clengan berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan.

(2) Belania penyelenggaraan sebaga.inana dimaksud pada ayat (l), diprioritaskan
. untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam

upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
' peningkatan pelayanan dasar. pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

lasilitas umLrm yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.



t7

(3) Pcningkatan kualitas kehidupan nrasyarakat scbagairnana climaksud ayat (21.

diwu.ludkan melalui prestasi keria dalam pencapaian standar pelayanan
rtrirrinral scsuai pcraturan pcruttdang-undangan.

Pasal 29

(t) Klasillkasi bclania mcnurut urLrsan pcnrcrintalran yang menjadi kewenangan
dae rah sebagaimana dimaksud clalarrr pasal 28 ayat (l ) terdiri dari belanja

. urusan wa.iib darr belania urusan pilihan.

(z) Ilclania nrenLrrLrt urusan pcnrerirrtahi,ur yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu yang dapat dilaksariakan bersanra antara pemerintah dan/atau
pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
perr"rndang-undangan dijabarkan dalant bentuk program dan kegiatan yang
diklasifikasikan menurut urusan wa.iib dan urusan pilihan.

Pasal 30

( I ) Belania daerah sebagaimana dimaksr,rd dalarl Pasal 2l ayat (2) diklasifikasikan
menurLlt organisasi, fungsi, progranr dan kegiatan, kelompok serta jenis
belania.

(2) Klasilikasi belanja menurut organisasi sebagairnarra dirlaksud pada ayat (l)
disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

(3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaituana dimaksud pada ayat (l) terdiri
dari :

a. Klasifikasi oerdasarkan urusan pemerirrtahan;
b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah,

(4) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

(5) Belanja daerah menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal
29 ayat (1) terdiri dari :

a. Behlia tidak langsung;
b. Belania langsung.

Pasal 3 I

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalanr pasal 30 ayat (.5)

huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. belanja pegawai;
b. bunga;
c. subsidi;
d. hibah;
e. bantuan sosial;
f. belanja bagi hasil;
g. bantuan keuangan;
h. belanja tak terduga

Pasal 32

( I ) Belanja pegawai sebagaimana dimaksLrd dalam pasal 3 I huruf a dianggarkan
pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Belania pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja
kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjanqan, serta penghasilan lainnya yang

'diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuzri dengan ketentuan
perundang-undangan.
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(3) I3elanla pegawai sebagaimatta dintaksLrd pada ayat (l) yang rnerupakan gaji
clan tunjangarr Bupati clan Wakil []upati. Lrang rcprcsentasi dan tunjangan
pinrpirrarr dan anggota DPP.D serta scrta poighasilan dan penerimaan lainnya
d i tetapkarr oleh 13upati sesuai clcn gan p(:raturan pe rundan g- undangan.

Pasal 33

Ilelanja bunga sebagaimaria dimaksud dalanr pasal 3l huruf b digunakan untuk
menganggarkan pembayaran bunga Lrtang yang dihitung atas kcwajiban pokok utang
(principal out,standing) berdasarkan perjanjian .iangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang.

Pasal 34

(l) Bclarrja subsidi sebagairrrana dimaksud dalam pasal 3l huruf c digunakan
untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga

tertentu agar harga jual pruduk/.jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
nrasyarakat banyak.

(2) Belania hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3l huruf d digunakan untuk
menganggarkan pernberian hibah dalanr bentuk uang. barang dan atau .iasa
kepada pemerintah, penrerintalr propinsi. pernerintah desa atau pemerintah
daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya.

(3) Bantuan sosial sebagaimana dirlaksud dalam pasal 31 hurul'e digunakan untu'k
menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atar barang kepada
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kese.iahteraan masyarakat.

(4) Belanja bagi hasil sebagaimana dirrraksud pada pasal 31 huruf f digunakan
untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pemerintah
provir-rsi kepada daerah atau pendapatan daerah kepada pemerintah desa dan
kepada daerah lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf g digunakan
untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus
kepada pemerintah. pemerintah propirrsi. penrerintah desa dan pemerintal'r
daerah lainnya dalam rangka penrerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan.

(6) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf h
merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(7) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah. belanja bantuan sosial, belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksrrd dalam Pasal 3l hurr-rf b sampai dengan h hanya dapat dianggarkan
pacla belania SKPKD.

I)asal i5

(l) Kclorrrpok helarr.ia langsung dari suatu kegiatan sebagainrana dimaksud dalam
pasal 30 ayat (5) huruf b dibagi nlenurutjenis belanja yang terdiri dari :

a. belanja pegawai;
b., belanja barang danjasa; ,

c. belania modal.

'(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada a-vat ( I ) huruf a untuk
pengeluaran honorarium/upah dalarn melaksanakan program dan kegiatan

' 
pemerintahan daerah.
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(3) tlelania barang dan .iasa sebagainrana dimaksucl pada ayat (I) huruf b

digunakan untuk pengeluaran pcnrbelian/pengadaan barang yang nilai
nran{hatnya kurang dari l2 (dua bclas) bulan dan atau penrakaian jasa dalam
nrelaksanakan program dan kegiatan pcmerintahan daerah.

(4) Belanja modal sebagaimarra dimaksr.rd pada ayat (l ) huruf c digunakan untuk
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perrrbelian/pengadaan atau
pcnrbangurlan aset tetap berwu.iud yang mcmpunyai nilai manfaat lebih dari l2
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah,
scperti clalarn bentuk tanah. ;lcralatarr clarr rttesin. gcdung dan bangunan, jalan,
irigasi clan.iarirrgan. datt asct tetap lairrrrya.

(5) Belanla langsung sebagairnana dirrraksud pada ayat (l) merupakan belanja
untuk urrtuk melaksanakan progranr dan kegiatan penterintahan daerah
dianggarkan pada belanja SKI)D.

f']asal 36

Ketentuan mengenai klasilikasi belan.la warlib, pilihan. lirngsi, belanja bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak
langsung, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Pengangggaran anggaran belania Bupati/Wakil Bupati dan DPRD berpedoman
kepada ketentuan perundang-undangarr yang berlaku.

(l)

(2)

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal 38

Pembiayaan daerah sebagairriana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c. terdiri
dari penerimaan pembiayaan dan pengcluaran penrbiuayaan,

Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi I

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Sil-PA);
b. Pgnqairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pirrjaman.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi :

a. Pernbentukan dana cadarrgan:

b. Penyertaan modal (investasi) Perlerintah Daerah;
c. Pembayaran pokok utang; ,j
d. Pcrrrberian pinjaman daeralr.'

(4) Pembiayaan neto meruphkan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap

pengel uaran pembiayaan.

(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pasal 39

(l) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a mencakup
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan,
pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan

, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga

sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan
'lanjr"rtan.
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(2) I)encairan dana cadangan sebagairnana climaksud pada [)asal 38 ayat (2) huruf
b, digunakan untuk menganggarkarr pcncairan clana cadangan dari rckening
darra cadangarr ke rekenirrg kas unrum daerah dalarn tahun anggaran berkenaan.

(3) l{asil pcnlualarr kekayaan clacrah y'ang dipisahkan scbagaimana dimaksud
dalanr Pasal 38 ayal (2) hurul'c cligurrakan antara Iain untuk menganggarkan
hasil pcrr.iualan perusahaarr nrilik daerah/BUMD dan penjualan aset milik
pemcrintah daerah yang diker.iasarrrakarr dengan pihak ketiga, atau hasil
divestasi penyertaan modal pernerintah daerah.

(4) Pencrimaan piniaman daerah sebagaitttana dinraksud dalanr pasal 38 ayat (2)
lruruf d digunakan untuk nrenganggarkan penerimaan pinjaman daerah
termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan
pada tahun anggararl berkenaan.

(5) Penerimaan kembali piniarnarr sebagaimana dinraksud dalam pasal 38 ayat (2)
huruf d digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman
yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah
daerah lainnya.

(6) Penerimaan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat, (2)
hurul'c cligunakan untuk nrcngnlrggarknn pcrrcrirnanrr yarrg bcrsumber dari
pelunasan pir.rtang pihak ketiga. seperti berupa perrerimaan pir,rtang daerah dari
pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan
bank, lembaga keuangan brlkan barrk darr penerirnaan piutang lainnya.

Pasal 40

(l) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud
Pasal 38 ayat (3) huruf a guna merrdanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dib.ebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf
b, digunakan untuk menganggarkan kekayaan daerah yang diinvestasikan baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

(3) Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf
c, digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang
yang dihitung berdasarkan per.ianjian jangka peridek, jangka menengah dan
jangka panjang.

(4) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d,
digunakan untuk menganggarkan piniaman yang diberikan kepada pemerintah,
pemerintah propinsi dan/atau penrerintirh daerah lainnya,

Bagian K.eenam

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 4l

(1) Setiap'urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang tercantum dalam
APBD menggunakan kode urusan pernerintahan daerah dan kode organisasi.

(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam
penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan
kode akr"rn pembiayaan.

(3) $etiap program. kegiatan. kelompok. jenis, obyek, serta rincian obyek yang

dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegitan, kode
kelompok. kodeienis, kode ob.ieK dan kode rincian obyek.

(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2)
' dan ayat (3) dihimpun meniadi satlr kesatuan kode anggaran yang disebut kode

rekening.
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(5) []ruturt sLrsLrran kode rckcning AI)l]l) dinrulai dari kode urusan pemerintahan
claerah. kode organisasi. kode progranr. kode kegiatan. kode akun, kode
kelonrpok. kodc.ierris. kode obyek. dan kode rincian obyek.

Pasal 42

Ketentuan mengenai koclc rekcning sebagainrana clinraksurd pada Pasal 41 akan
cliatur lcbih laniut oleh 13upati,

BAU IV

PEN YLJSUNAN I{N NCANGAN AI)RI)

Bagiarr Pcrtama

ltencana Ker.ia Penrerirrtah Daeralr

Pasal 43

RP.IMD nrerupakarr perrjabaran dari visi, misi, clan program Bupati yang
penyusunannya berpedontan kepada RPJP Daerah clan rnemperhatikan RPJI','l
Propinsi dan Nasional serta standar pelayanan rninirrral yang ditetapkan oleh
pemerirrtah.

Pasal 44

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan paling lambat 3 (tiga)
br"rlarr setelah Bupati dilantik.

Pasal 45

(l ) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan f'ungsinya masing-
masing.

(2) Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman
kepada RP.lMD.

Pasal 46

(l) Pernerin'ah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD,
dengan menggunakan bahan dari Renia SKPD untuk iangka waktu I (satu)

tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah,

(2) Renia SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan penjabaran dari
Rerrstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan
program dan kegiatan tahun sebelr.rmnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menluat rancangan ekonomi
daerah, prioritas pembangunan rlin kewajiban daerah. rencana kerja yang
terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (4) Kewa.jiban daerah sebagaimana dirnaksucl ayat (3) mempertimbangkan prestasi

capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 47

(l) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan korrsistensi antara perencanaan,

, penganggaran, pelaksanaan. dan pengawasan.

(2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei sebelum

tdhun anggaran berkenaan.
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(3) I{KI,D scbagainrana dinraksud pacla ayat (2) clitctapkan dengan Peraturan

Bupati.

[]agian Kcdua

Kehiiakan Umum APBi)

Pasal 'i8
(1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada l'asal 47 ayat (l),

menyusLrn rancangan kebiiakan umum n PBD.

(2\ l)cnyusunan rancangan kebijakan Lurlunr /rPBD sebagaimana dintaksud pada

ayat (l) berpedoman pada pedoman penyLrsunan AI'BD yang ditetapkan oleh
Menteri Dalanr Negeri setiap tahun.

(l ) t3upati menyanrpaikan rarlcarlgan ke biiakan unlunr APBD tahun anggaran

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan

RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya bularr Juni tahun anggaran bedalan.

(4) Rancangan kebi.iakan umLrm APBD yang telah clibahas Bupati bersama DPRD
dalam pembicaraan pendahuluan RAPIID sebagainrana dimaksud pada ayat (3)
selaniutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

Bagian Kctiga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 49

(1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah

dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plalorr anggaran sementara untuk
di.iadikan acuan bagi SKPD.

(2.) Pembahasan prioritas dan plafbn anggaran sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lanibat rrringgu kedua bulan Jurli tahun anggaran

sebel unrnya.

(3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan skala prioritas dan nrenetapkan urLrtan prioritas dalam urusan

wajib dan urusan Pilihan;

b. Menentukan urLltan prioritas progranr dalam masing-masing urusan;

c. Menyusun plafon anggaran semetltara untuk nrasing-masing program.

(4) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah
dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dituangkan
dalarn nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan

DPRD.

(5) I3upati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayal (4)

menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD

menyusun RKA-SKPD.

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

l)asal 50

(l) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada

, Pasal 49 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD disusun dengan merjgunakan pendekatan kerangka pengeluaran

jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan

prestasi kerja.
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Pasal .51

Pcnyusunan RKA-SKPD clcngan pcrtclckatan kerangka pengeluaran jangka
rnenengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program dan kcgiatan yang direncanakan dalam tahun
arlggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan
inrplikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan prograrrr dan kegiatan tersebut pada
talrrrrr berikutn)'a' 

,,urr,, ,,
Pcnyusunan RK/.-SKPD derrgatr pertclckatan pcngarlggaran terpadu dilakukan
dcrrgatr ntengitrtegrasikan seluruh proscs percncanaan dan penganggaran di
lingkutrgarr SKPD urrtuk menghasilkan dokunren rencana ker.ia dan anggaran.

Pasal 53

(l) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatarr prestasi kerja dilakurkan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian
keluaran dan hasil tersebut.

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan berdasarkan capaian kiner.ja, indikator kinerja, analisis
standar belanja, standar satuan harga. dan standar pelayanan nrinimal.

(3) Standar satLlan harga sebagaimana dinraksud pada ayat (2). ditetapkan oleh
[]upati

[)asal .54

(l) RKA-SKPD sebagairrrana dinraksLrd dalani Pasal 53 ayat (l), memuat rencana
pendapatan, belanja untuk masing-masirrg program dan kegiatan menurut fr,rngsi
untuk tahun yang direncanakan. dirinci sampai dengan rincian objek
pendapatan, belanja. dan pembiayaan. serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya.

(2) Format RKA-SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) beserta cara
pengisiannya akan diatr,u lebih laniut oleh Bupati.

Bagian Kelima

Penyiapan Raperda APBD

Pasal 55

(l) RKA-SKPD yang telah disusun olclr kepala SKPD sebagaimana dimaksud
dalani Pasal 53 ayat (l) disampaikan kepada PPKD. untuk dibahas lebih lanjut
oleh TAPD.

(2) Penrbahasan oleh TAPD sebagainuna dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk
nrenelaah kesesuaian antara RKrir-SKI)D dengan KUA, PPA, prakiraan maju
yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya,
ser-ta capaian kinerja, indikator kiner.ja. analisis standar belanja, standar satuan

harga. dan standar pelayatratr mininral.

Pasal 56

(1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen
pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana clintaksud pada ayat (li terdiri atas note
keuangan dan rancangan APBD,



1A
zL+

I)asal 57

(l ) Ratrcangarr pcraturan dacrah tentang i\PIID yang tclah disusun oleh PPKD
disanrpaikan kepada Ilupati.

(2) Rancangan peraturan daeralt trntang APIID sebagainrana dirnaksud pada ayat
( l) se bclr-rrn disarrrpaikan kcpada DI'l{l) disosialisasikan ke pada masyarakat.

(3) Sosialisasi rancangan pcraturan dacrah tentang APIID sebagaimana dinraksud
pada ayat (2) bersifat nrentberikarr inlbrprasi nrengenai hak dan kewajiban
pemerintah daerah scrta rnasyarakat clalanr pclaksanaan APBD tahun anggaran
yang direncanakan.

(4) Perryebarluasan rancangan peraturan daerah dilaksarrakan oleh Sekretaris Daerah
selaku koordirrator penge lolaan keuangarr daerah.

BAB V

PENE'IAI)AN API]D

Bagian Pertanra

Perryarl paiarr clarr Pcrtrtrahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APIID

Pasal 58

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APIID kepada DPRD
diseltai perr.ielasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan
Oktober tahun sebelunrnya untuk dibahas dalam rangka rnemperoleh persetujuan
bersama.

Pasal 59

(l) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan
sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-
undangan.

(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah tcntang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat ( I ) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebi.iakan
umunl APBD urutan prioritas LrrLrsan serta Llrlltan prioritas ptogram dan plafon
anggaran dengan program dan l<egiatan yang diLrsulkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kcdua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang A.PBD

Pasal 60

(l) Penganrbilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) br-rlan

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan,

(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1.), Bupati
menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran ,\PBD.

Pasal 6 I

( l) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(l)'tidak mengambil keputusan bersanta dengan Bupati terhadap rancangan
peratlrran daerah tentang APBD. f3trpati melaksanakan pengeluaran setinggi-

, tingginya sebesar angka APBD tahuu anggaran sebelumnya untuk membiayai
keperluan setiap br-rlan. yang disusurr dalani rancangan peraturan Bupati tentang
APBD.
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(2) l)crrgcluaran sctinggi-tinggirrya urrtuk kcpcrluan sctiap bulan sebagaimana
clinraksud pada ayat ( l) dipriuritaskarr untuk bclan.ia yang bersifat mengikat dan
bclan ja yarrg bersilat wa.iib.

(3) Itancangan Peraturarr llLrpati scbagairtrana dirlaksud pada ayat (l)
dilaksanakan sete lah nrenrperoleh pe rrgesahan dari gube rnur.

(4) Urrtuk rnendapat pengesahan terhadap rancangan peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat ( I ) Rancarrgarr Peraturan Bupati beserta lampirannya
disampaikan paling lambat l5 (linra belas) hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengart Bupati terhadap rancangan Peraturan
daerah tentang APBD.

(5) Apabila dalant batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak
nrerrgesahkan rancangan pcraturan f]upati tentang AI)BD. Bupati menetapkan
rancangan Peraturan Bupati clinraksLrd menjadi peratLlran Bupati.

' Ilagiarr Kctiga

Evalurasi RAPBD dan Perrjabaran RAITBD

Pasal 62

(l) Rancangan peraturan daeralt tentang APBD yarrg telah disetujui bersama
DPRD dan rancangan Peratr"rran Bupati tentarrg penjabaran r\PBD sebelum
ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada
Gubernur untuk dievaluasi. , -

(2) Apabila Gubernur tidak mernberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima
belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan
peraturan daerah tentang APBD meniadi peraturan daerah tentang APBD dan
rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan
Burpati tentang peniabaran APIID.

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati telttang penjabaran APBD
sudah sesuai dengan keperrtingan Lrmun'l dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Bupati menetapkau rancangan dimaksud menjadi peraturan
daerah dan peraturan Br"rpati.

(4) Apabila gubernur menyatakan lrasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD dan rancatlgan peraturan bupati tentang penjabaran APBD
bertentangan dengan kepentingan Lnnum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Bupati bersama DPI{D melakr.rkan penyempumaan selambat-
lambatnya 7 (tuiuh) lrari terhitr"rng se.lak diterimanya hasil evaluasi,

(5) Apabila Bupati dan DPRD tidak rnenindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap
menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan
peraturan bupati tentang peniabaran APBD meniadi peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, maka gubrnur
niembatalkan peraturan dacrah dan peraturan Bupati dimaksud sekaligus
nre nyatakan berlakr"rrrya pagu APBD tahun sebelumnya,

Ragian Keempat

Perretapan AI']llD dan Penjabaran APIJI)

, l)asal 63

(r) Rancangan peraturan laerah tentarrg APBD c'lan rarrcur4lan peraturan lSupati

tentang peniabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati
mcnjadi peraturan claerah te ntang APIID clan peratLrran Bupati tentang

' peniabaran APRD,
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(z) Pcnetapan rancatlgiul peralui"elll clacralr tenti.lltg z\PIID clan peraturan Bupati
tcntarrg peniabararr r\Plll) scbagaitttarra clirtraksLrcl pada ayat (l) dilakukan
sclantbat-larnbatnya tattggal 3 I Dcsenrbct'.

(g) [3upati r]lenyanrpaikan pcraturan clacrah tentang AI)llD clan peraturan [3upati
tentang peniabaran APIII) kepada gulrcrttur selatrbat-lanrbatnya 7 (tujuh) hari
keria setelah ditetapkan.

IiAt] VI

Pl:I.AKSANnAN APllt)

Ragian Pcrlurtta

Asas tJnrur,i l'claksanaurrr AI'lll)
Pasal 64

' (l) SKPD dilarang rnelakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah
untuk tujuran yang tidak tersedia anggarannyar. dan/atau yang tidak cukup
tersedia anggarannya dalanr APBD

(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagairnana dinraksud pada ayat ( I ), harus
didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai derrgan
ketentuan perunciang-undangan.

Bagian l<,edua

Penyiapan Dclkunrerr Pelaksanaan Anggaran
Satuan Ker.ia Perangkat Daeralr

Pasal 65

(l) PPKD paling lama 3 (tiga) liari keria setelah peraturan daerah tentang APBD
ditetapkan, memberitahr,rkan kepada semLla kepala SKPD aijar menyusun dan

menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimarta climaksud pada ayat (l), merinci sasaran
yang hendak dicapai, lungsi, program. kegiatan, anggaran yang disediakan
untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan
kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya
kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan.

(4) Format DPA-SKPD sebagaintana dimaksud pada ayat (2) besetta cara

perrgisiannya akarr diatul lcbilr laniut oleh lSupati.

Pasal 66

(l) TAPD melakukan verifikasi rancangarl DPA-SKPD bersatna-santa clengan

kepala SKPD yang bersangktttan,

(2) Verifikasi atas rancangan Dl'}A-SKPD sebagainrana dimaksud pada.ayat (1),

diselesaikan paling lama l5 (lima belas) hari kerja, se.jak ditetapkannya
Peraturan Bupati tentang'peniabaran APBD.

(3) Berdasarkan hasil velif-rkasi sebagainiana dimaksud pada ayat (1), PPKD

mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetr.riuan Sellretaris Daerah.

(4) DPA-SKPD yang telah disahkan trleh PPI(D sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, badan pengalvasan
' claerah, dan BPI( paling larna 7 (tujuh) hari kerja sejail tanggal ctisalikan.
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(5) DPA-SKPD "sebagaimana dinraksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasal'
pclaksanaan anggaran olch kepala SKI)D selaku pcngguna anggaran/pengguna
barang.

I.)agian Kctiga

Anggararr Kas

['asal ( 7

(l) Kcpala SKPD berciasarkarr rancilngur l)Pn -SKI'l) rr.rcnyusun rancangan
anggaran kas SKPD.

(2) Rancangan anggaran kas SKPD scbagaimana dinraksud pada ayat ( l)
disampaikan kepada PPKD selalru lltJD bersantaan dengan rancangan DPA-
SKPD 

"

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan
pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 68

(l) PPKD selak'r BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur
keterscdiaan dana yang cukr.rp untuk ttrcndanai pctrgularan-llengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yeng tercantum dalam DPA-SKPD yang telah
disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) nrenruat perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode,

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan oleh
Bupati.

Bagian Keernpat

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 69

(l) Semua penerimaan daerah dilakukan rnelalui rekening kas umum daerah.

(2) Bendahara penerimaan wa.iib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas
umum daerah dalam waktu I (satu) kali 24 (dua puluh empat.)jam.

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran
dimaksr"rd,

Pasal 70

(l) SKPD dilarang melakukan pLrngutan selain dari yang ditetapkan dalam
peraturan daerah,

(2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima danlatau
kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan
pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 7l

(I) Penerimaan SKPD yang nrerurpakan penerirnaan daerah tidak dapat

dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
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(2) Kotrist. rabat. potongiln iitalt pcnclirnaan lairr dcrrgan nanra clan c.lalam bcltuk
apa ptln yang clapat clirtilai dcngan uang. baik secara langsung sebagai akibat
clari pcniualan. tukar-nrcntrl<ar. hibah. asuransi (lan/ataLl pengadaan barang dan
.iasa terntasuk p:neritnaatt bunga. iasa qiro atau pcrrcrirraan lain sebagai akibat
ltcttyitttpanan datta anggaran pacla bank scrter pencrimaan clari hasil
pemanf'aatan barang daerah atas kr:giatan lainnya merupakan pendapatan
dacrah.

(3) Semua penerimaan daerah 5gb::gainrana dimaksucl pada ayat ( l) apabila
berbentuk uang harus segera disetor ke kas uriunr daerah dan berbentuk barang
rlenjadi milik/aset daerah yarrg dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 72

( l) Pertgcntbalietn atas kelebihan pajak. rctribusi, pcnge rnbalian tuntutan ganti rugi
dan sejenisnya dilakukan dengan nrernbebankan pacla rekening penerirnaan
yang bersangkutan untuk pengenibalian perrclinlaan yang tr:rjadi clalam tahun
yang san1a.

(2) Unturk pengembalian kelebihan penerinraan ya'rg teriadi pacla iahun-talruri
sebelumnya dibebarrkarr pada rcl<ening belania ticlak tercluga.

(3) Pengen-rbalian sebagaimana dirraksud pada ayar (l ) dan 
^yat 

(z) harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,

Bagian Kelima

Pelaksanaatr Anggaran Belanja Daerah

Pasal 73

(l) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus diclukung dengan birkti
yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagitr.

(2) Pengeluaran ktrs yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan
diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tidak terntasuk belarria
yang bersifat mengikat dan belania yang bersilat wa.iib,

Pasal 74

(l) Penrberian subsidi dan hibah sebagaittrana dirlaksr.rd pada Pasal 34 ayat (l) dan
(2) dilaksanakan atas persetujuan DPRD.

(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial. dan bantuan keuangan bertanggung
jawab atas penggunaan uang/barang darl/atau.iasa yang diterirnanya dan wa.f ib
nlenyampaikan laporan pertanggurrgiawaban penggunaannya kepada Bupati.

(3) Tata cara pemberian dan pertanggurngiawaban subsidi, hibah, bantuan sosial
dan bantuan keuattgan sebagairrrana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan
Bupati.

Pasal 75

(l) Dasar pengelualan anggaratr belarrja tidak terduga yang dianggarkan dalarn
APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam
dan/atau bencana sosial. termasuk pengernbalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelurnnya yang telah ditutup ditetapkan oleh Bupati dan
diberitahukan kepada DPRD paling lama i (satu) bulan terhitung seiak
k eputusan dimaksud clitetapkan
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(2) l)crrgcluaran belanja untuk tunggap danrrat sebagairnana dimaksud prrda ayat
( l) bcrdasarkatr kebutuhan yattg cliLrsrrlkarr clari instansi/lcrnbaga berkenaan
setclah nrcmpertinibarrgkart clrsicnsi dan cf'cktilltas serta rnenghindari adanya
tLu'npang tindih pendanaarr tcrhaclap kcgiatarr-kegiatan yang telah didanai clari
anggaran pendapatan darr belania ncgara.

(3) Pinrpi'nari instansi/lembaga pcncrinta dan tanggap darurat bertanggung jawab
atas penggunaan dana tersebut dan wa.iib menyampaikan realisasi penggunaan
dana kepada atasan langsung dan Bupati.

. (4) '['ata cara pemberian dan pcrtanggLrngiarvaban belan]a tidak terduga untuk
tanggap darurat sebagainrana clinraksuct pada ayat(2) ditetapkan Bupati.

[)asal 76

Penrbayaran atas beban APBD dapat crilakLrkan bcrdasarkan SPD. atau DPA-SKPD,
atau dokunren lain yang dipersanrakan clerrgarr SPD.

Pasal 77

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pr"rngut pa.iak penghasilan (PPh) dan pajak
lairrnya, wa.iib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke
rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri
Keuangan sebagai bank persepsi ataLr pos giro dalanr jangka waktu sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

(l) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan penerbitan
SP2D oleh kr.rasa BtJD.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagainrana dimaksud pada ayat (1),
kuasa BUD berkewajiban untuk :

a. Meneliti kelerrgkaparr perintah pembal,aran yang diterbitkan oleh pengguna
angqaran;

b. Menguli kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum
dalarn perintah pembayaran;

c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;

e. Menolak pencairan dana. apabila perintah pembayaran yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran tidak.,ntemenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 79

, (l) Penerbitan SPM tidak fof.n dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
kecurali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dapat dibcrikan Lrang persediaan yang dikelola oleh
bendahara pengeluaran.

(3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya setelah :

, a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran ;

b Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran;
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c. Menguji kctcrsccliaan clatta yattg be rsangkutart.

Ilendahara pengelr-raran waiib rncnolak perintah bayar dari pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggararr apabila persyaratan sebagaimana dimaksud
pad-a ayat (3) tidak dipenuhi.

Bendahara perrgeluaran bcrtanggung .iawab secilra pribadi atas pembayaran
yan g d i laksanakatnnya.

Pasal 80

Bupati dapat menrberikan iiin penrbukaarr rekening untuk keperluan pelaksanaan

pengeluaran dilingkungan SKPD.

I'asal 8l

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang
menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan,

Bagian Keenam

Pelaksanaan Arrggaran Pembiayaan Daerah

[)asal tJ2

Perrgelolaan anggaran pernbiayaan claerah dilakukan oleh PPKD.

Scmua perrerimaan dan pcngeluaraan perlbiayaarr daerah dilakukan melalui
Rekening Kas Umurn Daerah.

Pasal 83

(l) Pemindahbukuan dari rekerring dana cadartgatt ke rekening kas umurn daerah
dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana
cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan
dana cadangan yang berkenaan mencukupi.

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling tinggi sejumlah
pagLr dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan

daerah tentang pembentukan dana cadangan.

(3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dilakukan dengan surat perintah
pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetr"rjuan PPKD,

Pasal 84

(l) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan,

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 85

(l) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan

diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaa.n.

(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uattg asing dibukukan dalam nilai
rr"rpiah.

(l)
(2)
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l)asal 86 :

I)ctrcrit-ttttatrkenrbalipenrberianpirriamarrdaerahdidasarkanpadaperjanjian
pcnrbcrian pirr.ianrarr daerah sehcluntnya. untuk kescsuaian pengembalian pokok
pirrjanrarr dan kewa.iiban lairrnya yang ntcrr.lerdi tanggungan pihak peminjam.

l)asal 87

(l) .lr.rmlah penclapatarr ciaeralr yang disisihkan untuk pcnrbentukan dana cadangan

dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai clcngan peraturan perundang-

undangan.

(2) l)emindarhbukuan jr.rrrrlah pcndapatan dacrah yang disisihkan yang ditransfer
dari rekening kas umum daerah ke rekening clarra cadangan dilakukan dengan

surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

I)asal 88

Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jurnlah yang akan disertakan

dalarr tahun anggaran berkenaan telah ditetaylkan dalam peraturan daerah.

Pasal 39

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jurnlah yang harus dibayarkan sesuai

dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari
seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran

yang berker',a-rn.

Pasal 90

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain ditetapkan oleh Bupati atas

persetr"lir-ran DPRD.

Pasal 9l

Pelaksanaan pengeluaran penibiayaan Denyertaan modal daerah, pembayaran pokok -
utang dan pemberian pinjaman daeralr dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan
oleh PPKD.

Pasal 92

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan. kuasa BUD berkewajiban
untuk :

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan
oleh PPKD;

b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam
perintah pembayaran;

c, Mengu.ii ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran
pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VIt

LAPORAN REALISASI STlMESTER PEITTAMA APBD
D,\N PERUBAI{AN APtID

Bagian Pertama

, Laporan Realisasi Semester Pertama APBI)
' Pasal 93

(l) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi senlester pertama APBD dan

prognosis untuk 6 (enam) bulan belilitrtrtya.
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(2) l-aporan scbagainizrna clintaksucl dalanr ayat (l) disampail:an kepada DPRD
sclarnbat-lambatnya pada akhir trr.rlan .luli tahurr anggaran 1,ang bersangkutan,
untuk clibahas bersattta antara DPI{l) dan penrerintal: claerah,

I3agian Kedua

Pcrubahan n PLlt)

I)asal 94

( l) Penyesuaian APBD dcngan perkenrbangan dan/atau perubahan keadaar",
dibalras bersama DPRD dengan penrerintah daerah dalam rangka penyusunan
prakiraarr perubahan atas APIID talrun anggaran yang bersangkutan, apabila
ter.iadi :

l)erkcrrrbangan yiutg tidak scsLrai de rrgan asuntsi kebiiakan umunl APBDI

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkarr saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan;

d. Keadaan daruratl

e. Keadaan luar biasa,

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
nremenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan teriadi secara berulangl

c. Berada di luar kendali darr pengarr-rh pemerintah daerah;

d. Memiliki dampak yang siltrrifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kerrdaan darurat.

Pasal 95

(l) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan
lr.rar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ay^I (2) dan ayat (3)
ditetapkarr terlebih dahulu dengarn olch Br"rpati.

(2) Realisasi pengeluaran rtas pendanaan keadaan darurat daniatau keadaan luar
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dicantumkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang pertang,;ringjawaban pelaksanaan APBD.

' Pasal 96

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran. kecuali dalam keadaan luar biasa,

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dinraksud dalam ayat (l) adalah keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

, Pasal 97

(1) Proses evaluasi penetapan rancangan peraturarr daerah tentang perubahan
APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati berlaku keterrtuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 dan 63.

el.

b.



(2) Apahila hasil cvalr-rasi scbagainrarna climaksud pada ayat (1) ticlak ditindak
larr.iuti olch Bupati darr DI'}lt[). clan 13upati tctap ntenetapkan rancangarr
peraturan daerah tentang perubahan APIID dan rancangan peraturan Bupati
tcntang penjabaran perubahan APtlD. peraturan daerah dan peraturan Bupati
dimaksud dibatalkan clan sckaligus nlcnyatakan berlakunya pagu APBD tahun

ber'lalan termasuk untuk pcndanaan kcaclaan darurat.

(3) Pcntbatalan peraturar, clacrah tentang pcrubahan APBD dan peraturan l3upati

tcntang pcrr.iabararr perubahan AI'}llD scbagainrana dinraksud pada ayat (2)-
dilakukan oleh Cr.rbernur. '

. I)asal 98

(l) Paling larla 7 (tu.ir"rh) hari setelah kcputusan tcntitng pentbatalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), I3Lrpati wajib memberhcntikan pelaksanaan

peratLrran daerah tentang perubahan n PBD dan selanjutnya Bupati bersama
DI'>RD mencabut peraturan daerah dirlaksud.

(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendarraan keadaan darurat dan/atau keadaan

luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ditetapkan dengan peraturan

Bupati.

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan kei daan darurat dan/atau keadaan luar
biasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PENATAU SAHAAN KEUANGAN DAERAI{

Bagian Peflama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 99

(1) Pengguna anggarar/kuasa penggLlna anggaran. bendahara penerimaar-v-

pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai

uang/barangikekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai

dengan peratLlran perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau ntengesaltkan dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti yang meniadi dasar pengeluaran atas beban APBD
berlanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kcdua

Pelaksanaan PenataLlsahaan Keuangan Daeralt

Pasal 100

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pe.iabat

c. Pej abat
(sPJ);

d. I'e.iabat

yang diberi rvewenang menandatangani SPM;

yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungiawaban

yang diberi 'vewenang menanclatangani SP2D;

I ]cnclithilril pcncri rlttutrr/pctlgc I ttttl'ttl) ;

L Pe.iabat lairrnya dalanr rangl<a pclalisanrtitn APllD.
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(2) lrenetapan pejabat sebagai:rrana sebagairttatta dinraksLrd pada ayat (l) dilakukan

scbe Iutrt clinrtrlainya tahurt allggarall bcrkenaatt'

Pasal I 0 l

Ilcriclahara pcnerinraarr clarr/atau bcndahara perrgcluaran clalant nrclaksanakan tugas-

tugas kebendaharaan pada satuan kcr.ia dalarrr SKPD dapat dibantu oleh bendahara

po"rcrimu darr/atau pentbantLr berrciahara penge luaratr scsuai clengan kebutuhan

clengetn Kcputusan KePala SKPD'

Pasal I 02

( I ) PPKD dalarn rangka tnana.icrncn kas menerbitkan SPD clengan

mempertimbarrgkan peniadwalarr pembayaran pelaksanaan program dan

kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD'

(2) SpD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disiapkarr oleh kuasa BUD untuk

ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Petreri ma

Pasal 103

(l) penyetoran penerirnaarr pendapatan sebagaittrana diniaksud dalam Pasal 71 ayat

(3) dilakukan dengan uang tunai'

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ke rekening kas umum daerah

pada Bank pemerintah yang dituniuk, dianggap sah setelah kuasa BUD telah

menerima bukti setoran,

(3) Bendahara penerimaan dilarang nrerryitlpitn tlallg. cek atatt surat berharga yang

dalam penguasaannya lebih dari I (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi

pada Bank atau giro Pos.

Pasal 104

( l) Bendahara penerimaan pada sKPD waiib menyelenggarakan pembukuan

terhadap seluruh penerimaarr dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi

tanggurng iawabnYa.

(2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal l0 bulan

berikutnYa.

(3) ppKD selaku BUD melakr,rkan verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan

perranggurlgiwaban bendahara penerinraan pada SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

Bagian KeemPat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal I 05

(l) perr-liltaarr pembayaran clilakurkan melalui penerbitan SI)l)-LS, SPP-UP, SPP-

GU, dan SPP-TU'

(Z) ppTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penataustrhaan keuangan pada

SKPD kepada pengguna ariggaran/kuasa penggtlna anggaran paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.

(3) pe.gajuan SpP-LS (Bebarr 'l'etap) dilarrrpiri dertgan kelcngkapan persyaratan

yu,.,I d i t"t opkan sesuai derrgan peratLlrall perundang- undan gan.
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(4) Bcndahara pengeluaran nrclalui pc.jabal perratausalraan keuangan pada SKPD
rnenga.iu,l'.an SPP-tlP (tJarrg Muka) kcpada pellgguna atnggaran setinggi-
tingginya untuk keperluarr satu bulan.

(5) Penga.iuan SPP-UP sebagainrarra clintaksud pacla ayal (4) dilampiri dengan
claliar rinciart rcncana pcnggultaarr clana.

(6) LJrrtuk penggantian dan penarlbahan uang perscdiaan. bcndahara pengeluaran

nicngaiukan liPI'-CtJ (l)crrggarrtiart tJartg Mtrkn) clatt/ittau SPI'-'l'ti,

(1) Batas.iumlah pengajuan SPP-"lU sebagairrarra di:rtaksud pada ayat (6) harus 
_

rtrenclapat persctu.ir.rarr dari I'l'}Klr dcngan rrempcrhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaan.

I)asal 106

(l) Penggr.rna anggaran/kuasa pengglrna anggaran mengajr.rkan permintaan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPIvI-UP.

(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengaiukan penggantian uang
persediaan yarrg telah digurrakarr kepada kuasa BI.JD. dengan menerbitkan SPM-
GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang
persediaan sebelumnya.

(3) Dalam hal uang pe rsediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna
anggararVkuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Pasal 107

(l) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna arrggaran yang dituiLrkan kepacla bank operasional.

(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa tlUD scbagaimana dinraksucl pada ayat (l), paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang dia.iukan pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran bilantana :

.1. I)cngeluaran tersebut rnelanrpaui pagu; clan/atau

b. Tidalt didukung <llch l<clcngliapnrr dolitrnrcrr scsuai clcrrgan ketentuan
perundang-undangan.

(4) Dalam hal kuasa BUD menolak permirrtaan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama I (satu) hari kerja setelah
diterima.

Pasal 108

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih laniut oleh Bupati.

Bagian Kelima

Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal I 09

( I ) Pemerintah daerah menyLrsurl sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang

, mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.

(2) Sistem akuntansi daerah sebagaimarla yang dimaksr.rd pada ayat (l) ditetapkan
dengan peraturan Bupati dengan rnengacu pada peraturan daerah tentang
'pengelolaan keuangan daerah.
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Pasal I I 0

( | ) Bupati berdasarkan standar akuntansi penreritrtaltan ntenetapkan Peraturan
13upati tentang Kebi.iakan /\kuntansi.

(2) Kebi.iakan akuntansi sebagaimana dinraksud pada ayat (l) merupakan dasar

pengakuan. pengukuran dan pe laporan atas asset, kewajiban ekuitas,
perrdapatan. belania. darr pembiayaan dalarn laporan keuangan.

l)asal I I I

(l) Sistem akuntansi penrerirrtah daerah paling sedikit nreliputi :

zr. Prosedur akurrtansi pe ncrilttaan kas:

b. Prosedur pengeluaran kas;

c, Prosedur akuntansi assetl

d. Prosedur akr.rntansi selairr kas

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun berdasarkan
prinsip pengendalian intern ssuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal I 12

(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah c ilaksanakarr oleh PPKD,

(2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nrengkoordinasikan
pelaksanaan sistem dan prosedLrr peneltaLtsarhaan bertdahara penerinraan dan

bendahara pengel uaran,

IIAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal I l.i

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas

transaksi keuangan, asset. utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung
jawabnya.

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaintana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencatatarVpenatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan
menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan
barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan
kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala SKPD selaku penggLrna anggaran/pengguna barang memberikan
pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistenr pengerrdalian intern yang memadai, sesuai

dengan ketentr.ian perundang-undan gan.

Pasal 1 14

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas lransaksi ker.rangan, aset, utang, dan

ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitunganrtyit.

(2) PPKD menyusun laporan keuangan pernerintah daerair terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b.. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;



(3)

(4)

(s)

(6)

t-
-1 I

d. Catatan Atas l-aporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagainrarra dinraksucl pada ayat (2) disusun dan disajikan
sesuai dengan peraturan perundarrg-unclnngan.

[.aporan kcuangan sebagairnana dinraksud pada ayat ( I) dilampiri dengan
laporan ikhtisar realisasi kincr.ia dan laporan kcuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

L.aporan keuangan penrcrintah dacralr setragainrana dimaksud pada ayat (l)
disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD,

Laporan keuangan penrcrintah clacrah set'ragainrana dimaksud pada ayat Q)
clisarrrpaikan kepada bupati dalanr rangka nrcnruruhi pertanggungjawaban
pelaksarraan APBD.

Pasal I I 5

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tcntang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD berr"rpa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enanr) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Pasal I I 6

(1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I l4
ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
tahun anglaran berakhi r.

(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan
keuangan dari Pemerintah Daerah,

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pad ayat (2) BPK belum
menyampaikan laporatr hasil pemeliksaan" rancaltgan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 

.] 
l5 diajukan kepada DPRD.

Jasal 1 17

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan
keuangan hasil pemeriksaan BPK atzls laporan keuangan pemerintah daerah
sebagaimarra dimaksud pada Pasal I l6 ayat ( 1 ).

BAR X

PENGENDALIAN DEFISIT' DAN PEN(;CUNAAN
SURPLTJS APB[)

Bagian Pertama

Pengendalian Defi sit APBD

Pasal I I 8

(l) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-surnber pembiayaan
untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dungan pembiayaan
netto.

(3) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun

, anggaran berkenan.

' Pasal 119

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembial,aan :
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a. Sisa lehih pcrhiturrgan anggaran (Sil.l'}n )dacrah tethun scbelurnnya;
b. l)cncairart dana cadangart:
c. l"lasil peniualan kekayaatt dacralt y'ang dipisahkan;
d, Penerirrraan pinjaman;
e. Penerirnaan kembali pemberian pinianrar.

Bagian Kedua

Penggunaan Surplr.rs APIID

Pasal I 20

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, pengglutaanrrya ditetapkan clalam APBD.

Pasal l2l

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang dan pembentukan
darra cadangan dan/atau pendanaan belan l a pen i n gkatan .i am i nan sosial.

BAI] XI

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagiarr Pertama

Pengelolaarr Kas LJnrurl Daeralr

l>asal 122

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daeralt dilaksanakan melalui rekening
kas umum daerah.

Pasal 123

(l) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum
daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati.

(2) Dalam pelaksanaan operasional penerinraan dart pengeluaran daerah, kuasa

tlUD dapat membuka rekening penerirtraan dan rekening pengelr"raran pada bank
yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Rekening penerimaan sebagaimana clintaksud pada ayat (2), digunakan untr.rk

menarnpLu'rg penerimaan daeralt setiap hari.

(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimarra dirlaksud pada ayat (2), setiap akhir
hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

(5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), diisi
dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.

(6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai
kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 124

(1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau iasa giro dana yang
disimpan pada bank umun'r berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro
yang berlaku.

(2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat ( I ), nrcmpakan pendapatan daerah.

Pasal 125

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan
pada ketentuan yang berlaku pada bank Lltnulrl yang bersangkutan.
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(2) Biaya scbagaimarra dirnaksud pacia ayat ( I ) dibebankarr pada belanja daerah.

Pasal I 26

Dalanr rangka pengelolaan uang daerah. I'l)KD nrcnrbuka rckening kas umum daerah
pada bank yang diterrtukan olch []Lrpati.

Pasal I 27

(l) Bunga dan/atau.iasa giro atas dana yang disirlpan pada lJank umum yang
d i pcro lch pcmcri ntah dacrah ttrerultaliarr pcnclapatatr asl i claerah.

(2) lliaya s,.lrubungan clengan pelayarran yang diberikan olelr bank umum atas

penenlpatan dana pcnrerirrtalt claeralt clibcbankari pada belan ja daerah.

[3agiarr Kedua

Pengelolaan Piutang Dacrah

Pasal I 28

(!) Setiap pe.iabat yang diberi kuasa untuk niengelola perrdapatan, belanja, dan
kekayaan daerah wa.iib mengusaf ikan agar setiap piutang daerah diselesaikan
seluruhnya dan tepat waktu.

(2) Pemerintah daerah mempunyai hak rnendahului atas piutang jenis tertentu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat
dilakukan melalui perdamaian. kecuali mengenai pir,rtang daerah yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peratLlran perundangan,

Pasal I 29

(1) Pir-rtang daerah dapat dihapLrskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan
sesuai dengan ketentuan merrgenai penghapursan piutang daerah, kecuali
mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatr"rr sendiri dalani
peraturan perundangan tersendiri.

(2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sepanjang

menyangkut piutang pemerintah daerah. ditetapkan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milirr
rupiah);

b. Bupati dengan persetu.iuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp
5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Pengelolaan I rrvcstasi Daerah

l)asal i 30

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang

untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial. dan/atar.r manfaat lairrnya.

Pasal 1 3 I

(l) lnvcstarsi jangka pendck scbagainrana dirnaksud dalarn I'asal 130 merupakan
, investasi yan;3 dapat segera dicairkarr dan dimaksr,rdkan untuk dimiliki selama 12

(dua belas) bulan atau k'.irartg.
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(5) I)cnggunaan dana cadangilrl clalatn satu tahun ilnggaran menjadi penerimaan
perlbiayaan AI'}llD dalarn tahun rtnggarfln yang bclsangkutan.

l)asal l.i(r

( I ) Dana caclangan scbagatittratra dirtraksud dalarn I'asal 13.5 ayat (l) ditempatkan
pacla rckcrting tersendiri yarrg clikcl,,rla oleh PPKD

(2) Dalam hal dana cadangan sebagainrana dirnaksucl pada ayat ( I ) belum
digunakarr sesuai dengan 1;eruntukannya. dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portolblio yang nrenrberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

(3) Hasil dari penempatan dalarn portofblio sebagaintana dimaksud pada ayat (2)
nrenambah dana cadangan.

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan scbagai bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan pertanggungjawaban APB D.

Bagian Keenarn

Pengelolaan tJtang Daerah

Pasal I 37

(l) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam APBD.

(2) PPKD menyiapkan rancangan pelaksanaan pinjaman daerah.

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja
daerah.

Pasal I I 8

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun
sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan
perundangan.

(2) Kadaluwarsa sebagaimarra dimaksud pada ayat (l) tertunda apabila pihak yang
berpiutarrg mengaiukan tagihan kepada daerah sebelum berakhimya masa
kadaluwarsa.

(3) Keterrtuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ticlak berlaku untuk pembayaran
kewajiban bunga dan pokok piniaman daerah.

Pasal I 39
Pinjanran clacrah be rsurrrbcr clari :

a. Pemerintah;
b. Pernerintali daerah lain;
c. Perrrbaga keuangan bank;
d. Pembaga keuangan bukan bank;
e. Masyarakat.

Pasal 140

( l) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada a1,rat (l) sekurang-kurangnya
rnencakr,rp.iurrrlah dan rrilai nonrinal ohligasi daerah yarrg akan diterbitkan.

(3) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerinraan
pembiayaan.

(4) Pcmbayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalanr
anggaran belanja daerali.
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(2) lnvestasi .langka paniang sebagairrtarta climaksud dalam Pasal 130. rnerupakan
irrvestzrsi yang clinraksudkan untuk dinriliki lcbih dari l2 (dua belas) bulan,

I)asal li2
(l) lnvcstasi.jangka panlang scbagairrana clirlaksud dalanr l)asal l3l ayat (l) terdiri

dari irrvcstzrsi pcrrnitncrr clart ttott p jnliurcn.

(2) lnvestasi- penlrancrl scbagairrrarra dinraksr"rd pada ayat ( I ) dimaksudkan untuk
dimiliki sccara berkelanjLrtar'l tanpa acla rriat untuk diperjualbelikan atau tidak
ditarik kenrbali.

(3) Investasi non permanen sebagainrana dimaksLrd pada ayat (l) dimaksudkan
urrtuk dimilil..r secara tidak berkclarr.iutan atau ada niat untuk diperjualbelikan
atau ditarik k:rnbali.

Bagiln Kcempat

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 1 33

(l) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah.

(2) Perolehan lainnya yang sah sebagairnarra dimaksud pada ayat (l)mencakup:

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sLrrrrbangan/ateru yarrg sejenis;

b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja
sama pemanfaatan barang milik daerah;

c. Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-
undangan;

d. Barang yang diperoleh dari putllsan pengadilan.

Pasal 1 34

(1) Pengelolaan barang daerah nieliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap
barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran.
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang daerah akan ditetapkan
lebih.oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelinra

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 135

(l) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan
yang penyediaarr dananva tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pernbentukan dana caciangan sebagaimana dimaksud pacla ayat (l) akan
ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayar (2) mencakup
penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis
program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

(4) Dana cadanBan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat' bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman
daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran
tcrtent u berdasarkan peraturart pentndarr g-utrclangarr 1,en g berlaku.
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[)asll l4l

l'irr.iatunrr clacrah br:rpcclorrtan pacla kctctttLtatr pcratLlran pcrunclang-undangan.

BAB Xil

PEM[]lNn AN 'lAN I)ITNCiAWASAN
PENGEL-OI-AAN K Ill.J A NCAN DAIIRAI-l

Bagian Pcrtama

Penrbinaan dan [)engawasan

I'}asal 142

DPI{D rnelakukan pcngawasan terhadap pelaksanaan APIID.

Pasal I 43

Pcngawasan perrgelolaan keuangan clacrah berpedorran pacla ketentuan peraturan
perundarrg-undangan.

I3agian Kedurr

Pengendalian Intern

Pasal 144

( 1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi. dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelerrggarakan sistem
pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah.

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sislem pengendalian intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 145

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN KEI{UGIAN DAERAH

Pasal 146

(l) Setiap kerr.rgian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan
perundatrg-undangan.

(2) Bendahara. pegawai negeri br.rkan bcndahara. atau pejabat lain yang karena
perbLratannya melanggar hr-rkum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan
kcperclanya secara langsung nrerugikarr keuangan daerah, wajib mengganti
kcrugian tcrsebut.

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tlrntutan ganti rugi, setelah mengetahui
bahwir clalarl SKI'D yang bcrsangkutan tcriadi kcrugian akibat perbrtatan dari
pihak manapLln.
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l'}asal 147

(l) Kcrugiatt daerali wa.iib dilaporkarr olclt atasan langsung atau kepala SKPi)
kcpacla BLrpati dan diberitahukan kcpada [JI)K selanrbat-lambatnya 7 (tujuhl
hari ke ria setelah kerugian daerah itu dikctahui.

(2) Scgcra setclah kerurgian claerah tcrscbLrt dikctahtri. kcpada bencJahara, pegawai
rrcgcri bukan bendahara. atau pc.iabat lain 1,ang nyata-nyata melanggar hukum
atau nrclalaikan kewajibannya sebagainrarra dinraksud clalam Pasal I 46 ayat (2)
scgera dinrintakarr sLrrat pernyataart kesan tglrpan dan/atau pengakuan bahwa
kcrr,rgian tersebut meniadi tallggung .iawabnya dan bersedia mengganti
kcrr.rgian daerah di rrraksLrd.

(3) .lika surat keterangan tanggung .iawab nrutlak tidak mungkin diperoleh atau
tidak dapat menjamirr pengenrbaliarr kerr.rgian dauah. kepala daerah segera
rlcngcluarkan surat keputusan pembcbanan penggantian kerugian sementara
kepada yang bersangkutan.

Pasal 148

(l) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
dikenai tuntLltan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan
diri, atau meninggal durria. penLrntutan tlan penagihan terhadapnya beralih
kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan
yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri
bukan bendahara. atau pe.iabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab pengampr.r/yang nlemperoleh hak/ahli waris untuk membayar
garrti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi hapus
apabila dalam waktu 3 (tiga) talrun sejak keputusan pengadilan yang
menetapkan pengalrlpuatr kepada benclahara. pegarvai negeri bukan bendahara,
atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri
bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan Ciketahui melarikan diri
arLau rrrcninggal durria, pcngzullpu/yang nicmpcroleh hak/ahli waris tidak diberi
tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugiarr daerah.

Pasal 149

(l) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini berlaku pula untuk uang darVatau barang bukan mil:k daerah, yang
berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ertau

pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku
pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang
nrcnyelenggarakan pengclolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersencliri.

l)asal I 50

(l) Bendahara, pegawai negeri bLrkan bendahara. dan pejabat lairr yang telah
ditetapkan untuk menggarrti kerr-rgian daerah dapat clikenai sanksi administratif
dan/atau sanksi pidana.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara. pegawai negeri bukan
bendahara dan pejabat lain tidak mr:mbebaskan yang bersangkutan dari
turltutan ganti rugi.

Pasal I 5 I

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk
membayar ganti rugi, rnen^iadi kedalur.varsa.;ika dalam waktu 5 (linia) tahun sejak
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diketahuinya kcrugian tcrsebrrt atau clalarn waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya
kcrugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

I']asal 152

( l) I)cngenaart ganti kcrugian daeralt terlradap bendahara ditetapkan oleh BPK.

(2) Apabila dalartt pcnrcriksaitn kcrttgilrn clacrah ditcrrrukan Lrnsur pidana, BPK
nrc n i nclark l arr.i urti nya scsuai den gan pc raturan pcru ndang-undan gan.

Pasal l-53

Pcngcrraarr ganti kerugiart daeralt tcrlraclap pegawai negeri bukan bendahara
clitctapkan olch 13r"rpati,

Pasal I 54

'l'ata carra tuntLrtall garrti kcrugian daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

I]AI] XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN IJIvIUM DAERAI.I

Pasal I 55

[)cnrcrintah dacrah clapart nrcntbentuk lil.tJI) untuk :

a. Menyediakan barang dan/atar.r.iasa Lrntuk layanan LllnLlnl;

b, Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau
pelayanan kepada masyarakat.

Pasal I 56

(l) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayarran kepada nrasyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan Lrmunl.

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta
dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menvelenggarakan kegiatan
BLtJ D yang bersangkutan.

Pasal I 57

Pelnbinaan l<euangan Bl-UD Cilakurkan oleh PPKD dan penrbinaan teknis dilakukan
oleh kepala SKPD yang bertanggung .iawab atas bidang pemerintahan yang
bersangl<utan.

Pasal i5lJ

Bl-tJD dapat memperoleh hibah atau sunbangarr dari masyarakat atau badan lain.

Pasal I 59

Seluruh pendapa.tan BLUD dapat Crgunakan langsung untuk membiayai belanja
BLUD yang bersangkutan.

I'asal 160

Pedoman teknis mengenai oengelolaan keuangan Bt,UD diatur lebih lanjut clalam
peraturan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

I

I

I

I

I
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BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal l6l
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 162

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal I 6 Jul\ 2007
BUPATI CIANJUR,

Caplttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
tanggal l6 Juli 2007

RIS DAERAH,

I lt--

A SUMITRA
Utama Muda

480 092 1 l0

LEMBARAN DAERAH
SERI D.
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